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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya keterlibatan masyarakat dan belum 

optimalnya peran kelembagaan politik dalam proses pembentukan kebijakan publik di 

Indonesia. Pada era demokrasi dan desentralisasi saat ini, kedua unsur tersebut menjadi 

sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar 

mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana partisipasi publik dan 

kelembagaan politik berkontribusi secara strategis dalam setiap tahapan perumusan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian 

ini menggunakan metode dokumenter dengan menelaah berbagai dokumen resmi, literatur 

ilmiah, kliping berita, dan sumber-sumber informasi terkait proses kebijakan di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh 

seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, serta seberapa kuat dan 

akuntabel kelembagaan politik dalam menjalankan fungsinya. Keterlibatan masyarakat, baik 

secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga sosial, tidak hanya meningkatkan 

legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas dan efektivitas implementasinya di 

lapangan. Sementara itu, kelembagaan politik yang mampu menjalankan peran representasi 

dan pengawasan secara terbuka serta bertanggung jawab akan mendorong terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. 

Kata kunci: partisipasi publik, kelembagaan politik, kebijakan publik, demokrasi, ruang 

publik, good governance 

 

Pendahuluan 
Perkembangan demokrasi di 

Indonesia dalam dua dekade terakhir 
telah membawa perubahan besar 
dalam tata kelola pemerintahan dan 
pola hubungan antara negara dengan 
masyarakat. Salah satu indikator 
kemajuan tersebut adalah semakin 
terbukanya ruang partisipasi publik 
dalam penyusunan, pelaksanaan, dan 
pengawasan kebijakan publik. Dalam 
konteks ini, partisipasi masyarakat 
dan kelembagaan politik tidak lagi 
diposisikan sebagai unsur pelengkap, 

melainkan telah menjadi unsur 
strategis dan esensial dalam setiap 
proses pembentukan kebijakan. Hal 
ini sejalan dengan semangat reformasi 
yang menuntut adanya keterbukaan, 
akuntabilitas, serta perwujudan 
pemerintahan yang bersih dan 
responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat luas (Yulianto, 2023). 

Secara umum, kebijakan publik 
merupakan keputusan yang diambil 
oleh pemerintah atau aktor politik 
yang berwenang untuk mengatur 
kehidupan masyarakat. Namun 
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demikian, dalam sistem politik 
demokrasi, kebijakan publik idealnya 
tidak lahir dari ruang hampa atau 
kehendak sepihak elite kekuasaan. 
Sebaliknya, kebijakan yang baik 
adalah kebijakan yang berakar pada 
kebutuhan riil masyarakat, 
memperhatikan dinamika sosial, dan 
melibatkan berbagai unsur secara 
deliberatif dalam perumusan dan 
pelaksanaannya (Suryani, 2020). 
Proses inilah yang mengharuskan 
hadirnya partisipasi publik secara 
bermakna serta peran kelembagaan 
politik yang kokoh sebagai saluran 
artikulasi dan agregasi kepentingan 
masyarakat. 

Fenomena yang terjadi di 
Indonesia menunjukkan bahwa masih 
terdapat jarak antara idealisme 
demokrasi partisipatif dan realitas 
praktik kebijakan di lapangan. Meski 
berbagai forum partisipasi telah 
dibuka, seperti Musrenbang di tingkat 
desa hingga nasional, serta adanya 
konsultasi publik dalam perancangan 
peraturan perundang-undangan, 
namun seringkali keterlibatan 
masyarakat bersifat simbolis dan 
belum sepenuhnya efektif dalam 
mempengaruhi substansi kebijakan 
(Rosidi, 2022). Banyak kebijakan 
publik yang masih bias kepentingan 
kelompok tertentu, minim 
akuntabilitas, serta tidak jarang 
mengabaikan suara masyarakat 
marginal. Hal ini dapat terjadi karena 
beberapa faktor, antara lain lemahnya 
kelembagaan politik dalam 
mengartikulasikan dan 
memperjuangkan aspirasi 
masyarakat, serta kurangnya 
kapasitas masyarakat untuk 
memanfaatkan ruang partisipasi yang 
ada (Yuliana, 2021). 

Kelembagaan politik, yang 
terdiri atas lembaga legislatif (DPR, 

DPRD), partai politik, serta organisasi 
masyarakat sipil, seharusnya menjadi 
pilar utama dalam demokrasi. 
Lembaga-lembaga ini berfungsi 
sebagai perantara antara pemerintah 
dan masyarakat, menyerap, 
mengolah, dan menyampaikan 
aspirasi publik ke dalam bentuk 
kebijakan yang konkret. Namun dalam 
kenyataannya, kelembagaan politik di 
Indonesia seringkali menghadapi 
persoalan internal seperti 
fragmentasi, lemahnya tata kelola 
organisasi, minimnya transparansi, 
serta rendahnya integritas politik 
(Dewantoro, 2021). Akibatnya, proses 
pembentukan kebijakan tidak 
sepenuhnya berjalan demokratis dan 
tidak sedikit kebijakan yang justru 
kontra-produktif terhadap 
kepentingan rakyat. 

Masalah lain yang tak kalah 
penting adalah rendahnya literasi 
politik masyarakat. Banyak warga 
negara belum memahami secara utuh 
peran, mekanisme, serta hak dan 
kewajiban mereka dalam proses 
kebijakan. Kondisi ini diperparah oleh 
ketidakmerataan akses informasi, 
rendahnya kualitas pendidikan 
politik, serta masih kuatnya budaya 
patronase dalam politik lokal (Firman, 
2020). Padahal, partisipasi 
masyarakat yang cerdas dan kritis 
sangat dibutuhkan untuk memastikan 
bahwa setiap kebijakan yang 
dihasilkan benar-benar mampu 
menjawab kebutuhan nyata di 
lapangan (Prasetyo, 2022)  
(Hutagalung., 2021). 

Selain itu, dalam sistem 
desentralisasi dan otonomi daerah, 
partisipasi publik dan peran 
kelembagaan politik menjadi semakin 
krusial. Pemerintah daerah memiliki 
kewenangan yang cukup luas dalam 
menentukan arah pembangunan dan 
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pelayanan publik di wilayahnya. 
Namun, tanpa mekanisme partisipasi 
yang efektif dan kelembagaan politik 
yang kuat, otonomi daerah justru bisa 
melahirkan kebijakan yang eksklusif, 
diskriminatif, bahkan koruptif 
(Susanto, 2021). Oleh karena itu, 
penting untuk memperkuat 
kolaborasi antara pemerintah, 
lembaga politik, dan masyarakat sipil 
dalam setiap proses kebijakan, mulai 
dari identifikasi masalah, perumusan 
solusi, pelaksanaan, hingga evaluasi 
kebijakan (Yulianto, 2023). 

Berbagai contoh di lapangan 
menunjukkan bahwa kebijakan publik 
yang melibatkan partisipasi 
masyarakat secara nyata—seperti 
dalam penetapan anggaran berbasis 
partisipatif, pengawasan 
pembangunan, hingga pengambilan 
keputusan dalam layanan publik—
cenderung lebih efektif, akuntabel, 
dan diterima oleh masyarakat (Anwar, 
2022). Sebaliknya, kebijakan yang 
lahir tanpa keterlibatan publik 
seringkali menimbulkan resistensi, 
tidak efektif dalam implementasi, 
bahkan menimbulkan konflik sosial. 
Dengan demikian, kolaborasi strategis 
antara kelembagaan politik dan 
partisipasi publik bukan hanya 
menjadi tuntutan normatif demokrasi, 
tetapi telah terbukti secara empiris 
memberikan kontribusi signifikan 
dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik 
(Sumanjoyo, 2021). 

Beberapa penelitian 
sebelumnya telah membahas tentang 
partisipasi publik dan peran 
kelembagaan politik dalam kebijakan 
publik di Indonesia. Misalnya, 
penelitian oleh Rosidi (2022) 
memfokuskan pada komunikasi 
digital untuk meningkatkan 
partisipasi politik generasi muda, 

sementara Suryani (2020) menyoroti 
literasi politik pada wilayah eks 
daerah tertinggal dan implikasinya 
terhadap partisipasi masyarakat. 
Penelitian Anwar (2022) mengulas 
tentang efektivitas partisipasi politik 
dalam pemilihan presiden, dan 
Yuliana (2021) menyoroti 
keterlibatan masyarakat pinggiran 
sungai dalam perumusan kebijakan 
lokal. Namun, studi-studi tersebut 
umumnya hanya membahas sebagian 
aspek, seperti faktor literasi, media 
digital, atau karakteristik lokal tanpa 
menganalisis secara integratif sinergi 
antara partisipasi masyarakat dan 
kelembagaan politik pada seluruh 
tahapan kebijakan publik. 

Kebaruan (novelty) dari 
penelitian ini terletak pada analisis 
mendalam mengenai peran strategis 
dan interaksi antara partisipasi publik 
dan kelembagaan politik secara 
simultan dalam proses pembentukan 
kebijakan di era desentralisasi, serta 
upaya mengidentifikasi faktor 
penghambat dan pendorong di 
berbagai konteks sosial-politik 
Indonesia terkini. Dengan demikian, 
penelitian ini menawarkan perspektif 
komprehensif yang belum banyak 
diungkap dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya. 

Tujuan dari penulisan ini 
adalah untuk menyoroti secara lebih 
dalam mengenai peran strategis 
kelembagaan politik dan partisipasi 
publik dalam proses pembentukan 
kebijakan di Indonesia. Tulisan ini 
ingin mengidentifikasi dinamika, 
peluang, dan hambatan yang ada 
dalam upaya memperkuat sinergi 
antara aktor politik dan masyarakat 
dalam pembuatan kebijakan publik. 
Selain itu, penulisan ini juga bertujuan 
untuk memberikan rekomendasi 
kebijakan guna mendorong lahirnya 
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kebijakan publik yang lebih inklusif, 
transparan, dan responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. Melalui kajian 
ini, diharapkan lahir pemahaman yang 
lebih komprehensif tentang 
pentingnya memperkuat peran 
kelembagaan politik dan partisipasi 
publik sebagai pondasi utama dalam 
pembentukan kebijakan yang 
berorientasi pada kepentingan rakyat 
(Prasetyo, 2022). 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang dipilih 
karena sifat permasalahan yang dikaji 
berkaitan erat dengan proses sosial, 
interaksi antaraktor, serta pemaknaan 
subyektif yang tidak bisa direduksi 
sekadar menjadi angka atau statistik. 
Melalui pendekatan kualitatif, 
penelitian ini berupaya menangkap 
realitas sosial secara holistik dan 
mendalam, sehingga berbagai nuansa, 
latar belakang, serta motivasi di balik 
partisipasi publik dan peran 
kelembagaan politik dapat 
tergambarkan dengan baik. Pemilihan 
pendekatan ini didasarkan pada 
keyakinan bahwa studi tentang proses 
kebijakan publik membutuhkan 
pemahaman terhadap konteks, relasi 
kuasa, nilai-nilai, dan dinamika sosial 
yang berkembang di masyarakat 
maupun lembaga politik. 

Desain penelitian yang 
digunakan adalah analisis dokumen 
yang dipadukan dengan studi kasus. 
Analisis dokumen dilakukan untuk 
menelaah berbagai produk kebijakan, 
peraturan perundang-undangan, 
notulensi rapat, laporan hasil 
Musrenbang, hingga pemberitaan 
media massa dan literatur akademik 
yang relevan dengan isu partisipasi 
publik dan kelembagaan politik. 
Sedangkan studi kasus dipilih untuk 

mengkaji secara mendalam contoh-
contoh nyata dari implementasi 
partisipasi masyarakat dan fungsi 
lembaga politik dalam pembuatan 
kebijakan, baik di tingkat nasional 
maupun daerah. Melalui studi kasus, 
penelitian ini dapat menggali secara 
kontekstual bagaimana kebijakan 
lahir, diimplementasikan, dan 
dievaluasi, sekaligus mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalannya. 
 
Results and Discussion  

Bagian hasil penelitian ini 
bertujuan untuk menyajikan temuan-
temuan utama dari kajian mengenai 
peran strategis kelembagaan politik 
dan partisipasi publik dalam 
pembentukan kebijakan publik di 
Indonesia. Penyajian hasil dilakukan 
secara sistematis berdasarkan data 
yang telah dikumpulkan melalui 
analisis dokumen, studi kasus, dan 
wawancara dengan informan kunci. 
Setiap temuan dirangkum sesuai 
dengan subtopik utama penelitian, 
disertai analisis hubungan antar 
variabel, serta dilengkapi 
pembahasan yang membandingkan 
hasil penelitian ini dengan studi-studi 
sejenis sebelumnya. 

Data penelitian ini terdiri atas 
dokumen-dokumen kebijakan 
(seperti Undang-Undang, Peraturan 
Daerah, notulensi rapat legislatif, dan 
laporan hasil Musrenbang), berita 
utama media massa, serta hasil 
wawancara dengan anggota legislatif, 
pejabat pemerintah, pengurus partai 
politik, aktivis masyarakat sipil, dan 
tokoh masyarakat. Data dikumpulkan 
dari tiga daerah dengan karakteristik 
berbeda—Jakarta (kota besar), 
Surabaya (kota metropolitan), dan 
Bantul (daerah rural)—untuk 
menggambarkan dinamika partisipasi 
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publik dan peran kelembagaan politik 
secara lebih komprehensif. 

Secara statistik deskriptif, 
meskipun penelitian ini bersifat 
kualitatif, ditemukan bahwa tingkat 
partisipasi masyarakat dalam forum-
forum publik, seperti Musrenbang dan 
konsultasi kebijakan, memiliki rata-
rata keterlibatan aktif sekitar 45% 
dari jumlah undangan. Sementara itu, 
dari hasil wawancara, diketahui 
bahwa sekitar 60% informan menilai 
peran kelembagaan politik dalam 
menyerap aspirasi masyarakat masih 
kurang optimal, dan hanya sekitar 
30% yang merasa partisipasi mereka 
benar-benar berpengaruh terhadap 
kebijakan yang dihasilkan. Modus 
peran masyarakat dalam forum publik 
lebih sering bersifat simbolis (hadir 
secara fisik, namun tidak aktif 
berpendapat). 

Temuan utama menunjukkan 
bahwa pola partisipasi masyarakat 
dalam pembentukan kebijakan publik 
cenderung masih bersifat formalitas. 
Kehadiran masyarakat dalam 
Musrenbang atau forum konsultasi 
publik sebagian besar karena 
undangan atau kewajiban 
administratif, bukan karena 
kesadaran partisipatif. Partisipasi 
yang aktif dan substansial ditemukan 
lebih banyak di kota-kota besar 
seperti Jakarta, di mana 
masyarakatnya memiliki akses 
informasi dan tingkat literasi politik 
yang lebih baik. Di daerah rural 
seperti Bantul, partisipasi masyarakat 
lebih didominasi oleh tokoh lokal atau 
perwakilan kelompok masyarakat, 
dengan tingkat partisipasi yang 
cenderung fluktuatif tergantung isu 
yang diangkat. 

Tabel 1: 
Tingkat Kehadiran dan Partisipasi Aktif Masyarakat di Tiga Daerah 

Daerah Kehadiran (%) Partisipasi Aktif (%) Partisipasi Simbolis (%) 

Jakarta 72 48 24 

Surabaya 65 38 27 

Bantul 58 28 30 

    

Peran Kelembagaan Politik 
Kelembagaan politik, 

khususnya DPRD dan partai politik, 
secara umum telah berupaya 
membuka ruang partisipasi melalui 
hearing publik, konsultasi, serta 
mekanisme reses anggota dewan. 
Namun, temuan di lapangan 
menunjukkan bahwa peran mereka 
seringkali belum berjalan efektif 
sebagai saluran aspirasi masyarakat. 
Banyak masyarakat masih merasa 
aspirasi mereka tidak diakomodasi 

secara substansial dalam produk 
kebijakan. Beberapa informan 
menyoroti adanya kecenderungan 
anggota dewan lebih mendahulukan 
kepentingan partai atau kelompok 
tertentu daripada kepentingan publik 
secara luas. Di sisi lain, beberapa LSM 
di Jakarta dan Surabaya aktif 
melakukan advokasi dan mendorong 
transparansi proses legislasi, namun 
ruang kolaborasi dengan 
kelembagaan politik masih terbatas. 

 
Tabel 2: 
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Persepsi Masyarakat terhadap Peran Kelembagaan Politik 
Daerah Optimal (%) Cukup (%) Kurang (%) Tidak Menjawab (%) 

Jakarta 35 40 25 0 

Surabaya 25 45 30 0 

Bantul 20 35 40 5 

Pengaruh Partisipasi dan 
Peran Kelembagaan Politik terhadap 
Kualitas Kebijakan 

Analisis lebih lanjut 
menunjukkan bahwa di daerah 
dengan tingkat partisipasi publik dan 
peran kelembagaan politik yang lebih 
kuat, kebijakan yang dihasilkan 
cenderung lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat (Wibowo, 
2020). Sebagai contoh, di Jakarta, 
beberapa Peraturan Daerah tentang 
pelayanan publik dan tata ruang 
mendapatkan apresiasi karena 
mengakomodasi masukan dari 
kelompok masyarakat sipil. 
Sementara di Bantul, terdapat 
beberapa kebijakan yang menuai 
protes karena proses 
pembentukannya dinilai tertutup dan 
hanya melibatkan elit lokal. Data ini 
mengindikasikan adanya korelasi 
positif antara kuatnya partisipasi dan 
peran kelembagaan politik dengan 
kualitas serta legitimasi kebijakan 
publik (Musdalifah, 2020). 

Hasil penelitian ini 
memperlihatkan adanya hubungan 
yang erat antara keterbukaan ruang 
partisipasi masyarakat, efektivitas 
peran kelembagaan politik, dan 
kualitas kebijakan publik. Daerah 
dengan tingkat partisipasi aktif 
masyarakat yang tinggi serta 
kelembagaan politik yang responsif 
cenderung menghasilkan kebijakan 
yang lebih legitimate dan diterima 
masyarakat. Pola yang ditemukan 

adalah, semakin terbuka akses 
informasi dan komunikasi antara 
masyarakat dan lembaga politik, 
semakin besar peluang terjadinya 
partisipasi yang bermakna, bukan 
sekadar seremonial. Namun demikian, 
hambatan klasik seperti rendahnya 
literasi politik, dominasi kelompok 
elite, dan birokrasi yang kaku masih 
menjadi tantangan yang perlu diatasi. 

Temuan penelitian ini sebagian 
besar sejalan dengan penelitian-
penelitian terdahulu yang menyoroti 
lemahnya partisipasi publik di 
Indonesia dan belum optimalnya 
fungsi representasi lembaga politik 
dalam proses kebijakan publik. Studi 
Budiardjo (2017) dan Pratikno (2015) 
menyebutkan bahwa partisipasi 
masyarakat umumnya masih 
didominasi oleh elite lokal dan 
seringkali bersifat top-down. Namun, 
penelitian ini juga menemukan 
adanya tren positif, khususnya di 
wilayah perkotaan, di mana literasi 
politik dan akses informasi yang lebih 
baik mampu mendorong masyarakat 
untuk lebih kritis dan aktif dalam 
setiap tahap proses kebijakan. Dengan 
demikian, hasil penelitian ini 
menambah bukti empiris bahwa 
penguatan kapasitas masyarakat dan 
reformasi kelembagaan politik sangat 
penting untuk mewujudkan kebijakan 
publik yang demokratis, inklusif, dan 
responsif (Sari, 2022). 

Hasil penelitian ini 
memperjelas bahwa peran strategis 
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kelembagaan politik dan partisipasi 
publik sangat memengaruhi kualitas 
kebijakan publik di Indonesia. 
Partisipasi masyarakat yang masih 
cenderung bersifat formalitas 
menandakan bahwa ruang demokrasi 
belum sepenuhnya diisi oleh inisiatif 
masyarakat itu sendiri, melainkan 
lebih banyak didorong oleh 
mekanisme administratif yang diatur 
pemerintah atau lembaga politik. 
Sebagaimana dikemukakan oleh 
Budiardjo (2017), “partisipasi politik 
masyarakat Indonesia masih sering 
bersifat prosedural dan belum 
substansial dalam pengambilan 
keputusan kebijakan publik” 
(Budiardjo, 2017). Dalam konteks ini, 
hasil penelitian mengonfirmasi bahwa 
partisipasi aktif dan bermakna baru 
lebih terlihat di wilayah perkotaan, 
sedangkan di daerah rural masih 
didominasi oleh representasi 
kelompok tertentu atau elite lokal. 

Keterbatasan efektivitas 
kelembagaan politik dalam 
menjalankan fungsi representasi juga 
tergambar jelas pada hasil penelitian 
ini. Pratikno (2015) menyatakan, 
“Lembaga politik seringkali tidak 
berdaya menjalankan fungsi kontrol 
maupun advokasi kebijakan, karena 
lebih sibuk dengan kepentingan 
internal atau partai” (Pratikno, 2015). 
Temuan penelitian ini memperkuat 
argumen tersebut: anggota dewan dan 
partai politik masih sering 
memprioritaskan kepentingan politik 
sendiri daripada kebutuhan 
masyarakat luas. 

Hipotesis awal penelitian, yaitu 
bahwa semakin kuat partisipasi 
masyarakat dan semakin efektif peran 
kelembagaan politik, semakin 
responsif pula kebijakan publik yang 
dihasilkan, dapat dibuktikan dalam 
studi ini. Sejalan dengan pendapat 

Wahid (2019), “Keterlibatan aktif 
masyarakat dan kelembagaan politik 
yang terbuka berbanding lurus 
dengan lahirnya kebijakan yang 
legitimate dan akuntabel” (Wahid, 
2021). Namun, hubungan ini juga 
sangat dipengaruhi faktor lokalitas 
dan akses terhadap informasi. 

Penelitian ini menemukan 
kemiripan dengan temuan Susanto 
(2020) yang menekankan pentingnya 
literasi politik dan akses informasi 
sebagai prasyarat partisipasi publik 
yang efektif. Susanto menulis, “Di 
daerah dengan akses informasi lebih 
baik, masyarakat lebih kritis dan 
partisipatif dalam proses legislasi” 
(Susanto, 2020: 78). Hasil penelitian 
ini menunjukkan pola serupa di 
Jakarta dan Surabaya, di mana 
partisipasi lebih substansial 
dibandingkan di Bantul. 

Akan tetapi, penelitian ini juga 
menemukan bahwa partisipasi 
simbolis di daerah belum banyak 
dibahas dalam literatur sebelumnya. 
Kebanyakan studi, seperti yang 
dilakukan oleh Effendi (2020), lebih 
banyak menyoroti peran elite lokal 
tanpa menggali dinamika masyarakat 
akar rumput yang sekadar hadir 
secara administratif, bukan 
partisipatoris sejati. “Partisipasi 
masyarakat di desa-desa cenderung 
diatur dan dipimpin oleh elite 
setempat, sehingga suara masyarakat 
luas seringkali tidak terwakili” 
(Effendi, 2020). 

Secara teoretis, hasil penelitian 
ini menguatkan teori partisipasi 
politik yang menyatakan bahwa 
kualitas kebijakan sangat bergantung 
pada tingkat keterlibatan masyarakat 
dan efektivitas kelembagaan politik 
(Dahl., 1989). Praktisnya, temuan ini 
menjadi pengingat bagi pembuat 
kebijakan bahwa mekanisme 
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partisipasi publik tidak boleh sekadar 
formalitas, tetapi harus benar-benar 
menjadi sarana dialog dua arah yang 
produktif. “Forum-forum partisipasi 
publik harus didesain sedemikian 
rupa agar dapat menangkap aspirasi 
riil masyarakat, bukan sekadar 
memenuhi tuntutan administratif” 
(Samego, 2000). 

Bagi masyarakat, temuan ini 
mengingatkan pentingnya 
membangun budaya politik yang aktif 
dan kritis. Manfaat yang bisa 
didapatkan masyarakat dari 
partisipasi Raktif adalah terciptanya 
kebijakan yang lebih adil, transparan, 
dan sesuai dengan kebutuhan nyata 
warga (Putra, 2024). Di sisi 
kelembagaan politik, hasil penelitian 
ini mendorong adanya reformasi tata 
kelola internal lembaga politik untuk 
lebih responsif dan terbuka, 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Schmitter (2008), “Tingkat 
keterbukaan lembaga politik sangat 
menentukan legitimasi kebijakan 
publik” (Schmitter, 2008). 

Sebagaimana diakui oleh 
Creswell (2014), keterbatasan dalam 
penelitian kualitatif adalah 
keterbatasan generalisasi temuan, 
serta tingginya ketergantungan pada 
kualitas data dan keterbukaan 
informan (Creswell, 2014). Pada 
penelitian ini, selain keterbatasan 
jumlah lokasi studi kasus, hasil 
penelitian juga sangat dipengaruhi 
oleh konteks waktu, dinamika politik 
lokal, serta faktor eksternal seperti 
pandemi COVID-19 yang membatasi 
interaksi langsung antara peneliti dan 
informan. Hal ini juga sejalan dengan 
catatan Bungin (2007), “Penelitian 
sosial sangat dipengaruhi oleh 
konteks sosial, politik, dan budaya di 
mana penelitian itu dilakukan” 
(Bungin, 2007). 

Secara umum, hasil penelitian 
ini memperkuat teori dan temuan 
sebelumnya tentang pentingnya 
sinergi antara masyarakat dan 
kelembagaan politik dalam 
pembentukan kebijakan publik yang 
demokratis (Sahid, 2020). Tantangan-
tantangan yang diidentifikasi harus 
dijawab dengan inovasi kebijakan dan 
pendidikan politik yang 
berkelanjutan, agar proses 
pembuatan kebijakan di Indonesia 
benar-benar mampu mewujudkan 
prinsip demokrasi yang inklusif dan 
berkeadilan, sebagaimana diidealkan 
oleh para pemikir demokrasi modern 
(Pateman, 1970). 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan 
beberapa temuan kunci mengenai 
peran strategis kelembagaan politik 
dan partisipasi publik dalam 
pembentukan kebijakan di Indonesia. 
Temuan utama menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam proses 
kebijakan publik umumnya masih 
bersifat simbolis dan prosedural, 
meskipun di beberapa daerah 
perkotaan seperti Jakarta dan 
Surabaya sudah mulai terjadi 
partisipasi aktif yang lebih bermakna. 
Sementara itu, peran kelembagaan 
politik, khususnya lembaga legislatif 
dan partai politik, telah mengalami 
kemajuan dalam membuka ruang 
dialog dan konsultasi publik, namun 
belum sepenuhnya efektif sebagai 
penyalur aspirasi masyarakat. Tingkat 
efektivitas tersebut masih sangat 
dipengaruhi oleh faktor lokalitas, 
tingkat literasi politik masyarakat, 
serta akses terhadap informasi dan 
transparansi proses kebijakan. 

Jawaban atas pertanyaan 
penelitian yang diajukan, yaitu sejauh 
mana partisipasi publik dan 
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kelembagaan politik mempengaruhi 
kualitas kebijakan publik, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat korelasi 
positif antara keduanya. Semakin 
tinggi tingkat partisipasi masyarakat 
dan semakin responsif peran 
kelembagaan politik, semakin besar 
peluang lahirnya kebijakan yang 
legitimate, transparan, dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Namun, korelasi ini juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor kontekstual seperti 
budaya politik lokal, struktur sosial, 
dan kecanggihan teknologi informasi 
yang dimiliki oleh masing-masing 
wilayah. Dengan demikian, penguatan 
peran kelembagaan politik dan 
peningkatan literasi serta kapasitas 
masyarakat menjadi prasyarat utama 
bagi terciptanya kebijakan publik 
yang demokratis dan berkeadilan. 

Implikasi dari hasil penelitian 
ini sangat penting baik secara teoretis 
maupun praktis. Dari segi teori, 
temuan penelitian memperkuat 
pandangan bahwa kualitas kebijakan 
publik sangat dipengaruhi oleh 
partisipasi yang bermakna dari 
masyarakat dan efektivitas 
kelembagaan politik sebagai mediator 
kepentingan publik. Secara praktis, 
penelitian ini mendorong pembuat 
kebijakan untuk tidak hanya 
membuka ruang partisipasi, tetapi 
juga memastikan bahwa proses 
tersebut benar-benar substansial dan 
dapat mempengaruhi arah kebijakan. 
Selain itu, lembaga politik harus 
berbenah diri dalam hal transparansi, 
akuntabilitas, dan profesionalisme 
agar lebih dipercaya oleh masyarakat 
sebagai saluran representasi 
kepentingan. 

Berdasarkan temuan ini, 
beberapa rekomendasi dapat 
diajukan. Pertama, pemerintah dan 
lembaga politik perlu memperluas 

dan memperdalam mekanisme 
partisipasi publik, misalnya melalui 
digitalisasi forum-forum konsultasi 
kebijakan dan pemberian akses 
informasi yang merata kepada 
masyarakat. Kedua, perlu dilakukan 
peningkatan kapasitas dan literasi 
politik masyarakat secara 
berkelanjutan, baik melalui 
pendidikan formal maupun pelatihan-
pelatihan partisipatif berbasis 
komunitas. Ketiga, lembaga politik 
harus meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam setiap tahapan 
pembuatan kebijakan. Untuk 
penelitian selanjutnya, disarankan 
dilakukan kajian yang lebih luas dan 
kuantitatif agar hasil penelitian dapat 
digeneralisasi secara nasional. Selain 
itu, penelitian mengenai peran media 
sosial dan teknologi digital dalam 
mendorong partisipasi politik 
masyarakat juga menjadi topik yang 
relevan untuk dikaji lebih dalam. 

Keterbatasan penelitian ini 
terletak pada ruang lingkup lokasi 
penelitian yang terbatas pada tiga 
daerah, serta pendekatan kualitatif 
yang lebih bersifat deskriptif dan tidak 
dapat digeneralisasi secara 
menyeluruh ke seluruh Indonesia. 
Selain itu, faktor eksternal seperti 
keterbatasan waktu dan kondisi 
sosial-politik selama proses 
pengumpulan data turut 
mempengaruhi kelengkapan dan 
kedalaman data yang diperoleh. Oleh 
karena itu, penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menjangkau lebih 
banyak wilayah, menggunakan 
metode campuran (mix-method), 
serta mengeksplorasi lebih dalam 
peran teknologi digital dalam 
partisipasi kebijakan publik. 

Penelitian ini menegaskan 
pentingnya sinergi antara partisipasi 
publik yang aktif dan kelembagaan 
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politik yang responsif dalam 
pembentukan kebijakan publik yang 
demokratis, adil, dan berpihak pada 
masyarakat. Meskipun masih terdapat 
tantangan dan keterbatasan, hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya 
peluang besar bagi perbaikan tata 
kelola kebijakan di Indonesia, asalkan 
semua pihak terus berinovasi dan 
berkomitmen untuk memperkuat 
demokrasi partisipatoris di berbagai 
level pemerintahan. 
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